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Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Mall Di Kota Palembang (Studi Pada Badan
Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang

Adi Trisanto
Nim. 07011281419189

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak parkir mall di
Kota Palembang serta hambatan dalam pemungutan pajak parkir mall di Kota Palembang.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam
penelitian ini adalah Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang dan pihak
pengelola parkir. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam,
observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
deskriptif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah beragamnya tarif parkir yang
ditetapkan oleh pihak pengelola parkir di berbagai Mall di Kota Palembang sehingga
Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang menemukan berbagai macam hambatan
dalam menentukan besarnya pajak parkir Mall. Penelitian ini menggunakan teori
efektivitas yaitu Input, Throughput, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan tarif parkir di berbagai pihak pengelola parkir Mall di Kota Palembang belum
efektif, karena pihak pengelola parkir Mall masih menerapkan tarif secara sendiri sehingga
tarif parkir di berbagai pihak pengelola menjadi berbeda-beda. Dari hasil analisis ini
penulis berharap adanya Peraturan yang tegas mengenai tarif parkir yang harus ditetapkan
ol eh Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang terhadap pihak pengelola parkir,
sehingga pemungutan pajak parkir Mall di Kota Palembang menjadi lebih efektif.
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Effectiveness Of Mall Parking Tax Collection in Palembang City (Study Of The
Palembang Regional Tax Management Agency)

By:
Adi Trisanto

Nim. 07011281419189

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of mall parking tax collection in the
city of Palembang as well as obstacles in collecting parking tax in the city of Palembang.
This research is a descriptive study with a qualitative approach. The subjects in this study
were the Palembang City Regional Tax Management Agency and the parking manager.
Data collection techniques used were in-depth interview, observations, and documentation.
The data analysis technique used is descriptive analysis technique. The problem in this
study is the variety of parking rates set by the parking manager at various mall in the city
of Palembang so that the Regional Tax Management Agency of the City of Palembang
found various kinds of obstacles in determining the size of the mall parking tax. This study
uses effectiveness theory namely input, throughput, and output. The results of the study
show that the application of parking rates on various parties in the mall parking
management in Palembang City has not been effective, because the mall parking manager
still applies the tariff independently so the parking rates on various management parties
are different. From the results of this analysis the authors hope that there are strict
regulations regarding parking tariffs that must be set by the Palembang City Regional Tax
Management Agency on the parking management side, so that the mall parking tax
collection in Palembang City becomes more effective.

Keywords: Effectiveness of Mall Parking Tax Collection
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu potensi yang sangat besar bagi pendapatan ekonomi

Indonesia. Pemungutan pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang

digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional dengan tujuan dapat

memberikan dampak positif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hasil dari pemungutan pajak kepada masyarakat akan direalisasikan untuk

pembangunan, yang akan dikembalikan juga manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan merupakan proses yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan

oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan

kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah kepada daerah kabupaten dan kota dalam

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada dasarnya terkandung tiga

misi utama sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi yaitu

menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan

kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan memberdayakan dan

menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam proses

pembangunan (Mardiasmo, 2002).



17

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab

maka diperlukannya kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin lancarnya kebijakan

ekonomi nasional sekaligus mampu mengembangkan perekonomian sesuai dengan potensi

yang dimiliki oleh daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan

nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya

nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi,

kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah

negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan

pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai

kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan

prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada

masyarakat. Perubahan sistem pemerintahan daerah selalu mengikuti perubahan sistem

politik. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi

dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan memberi kesempatan dan keleluasaan

kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Salah satu determinan kunci

dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan

keuangan daerah yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Kemampuan keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah

dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yaitu melaksanakan pelayanan publik, dan

melaksanakan pembangunan.

Oleh karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan dari

sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu penerimaan daerah yaitu berasal dari sektor

pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan

kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Suandy,2011).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan pajak daerah yang

dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam

berotonomi. Objek pajak daerah terdiri dari dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak

daerah kabupaten/kota. Objek pajak daerah khususnya pajak daerah kabupaten/kota terdiri

dari tujuh item yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak

penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan Pajak

Parkir (Suandy,2011).

Kota Palembang menjadi salah satu kota yang memiliki semangat pembangunan

daerah yang progresif untuk mewujudkan kemajuan negara, ini dibuktikan dengan

gencarnya Kota Palembang dalam membangun infrastruktur daerah. hal ini menunjukkan

bahwa Kota Palembang serius dalam menyelenggarakan otonomi daerah dengan

semaksimal mungkin. Kota Palembang sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan

pembangunan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa, baik

dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun

perangkat pelaksananya. Apabila dilihat dari segi penerimaan pajak daerah di Kota

Palembang dalam rangka pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk

melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah dari sektor parkir mempunyai potensi yang

cukup optimal dalam membantu meningkatkan pendapatan daerah.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak

Parkir, menyatakan bahwa tarif pajak parkir mengalami peningkatan menjadi 30% (tiga

puluh persen). Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan

pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir merupakan jenis usaha

penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang

dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Apabila Pemerintah

Kota Palembang bisa mengelola pemungutan pajak dengan baik khususnya pengelolaan

dalam pemungutan pajak parkir, maka terciptalah pemungutan pajak parkir yang efektif.

Parkir disaat ini sangatlah berguna untuk keamanan, keteraturan dan kenyamanan suatu

tempat. Penambahan fasilitas parkir sebagai upaya penyelesaian masalah sudah tidak

memungkinkan, mengingat keterbatasan dan mahalnya harga lahan. Oleh karena itu, untuk

mengatasinya dilakukan kebijakan pembinaan dan pengelolaan perparkiran dalam rangka

pengendalian parkir di kawasan berintensitas perdagangan jasa tinggi salah satu bentuk

pengelolaan tersebut dengan penetapan tarif parkir lebih tinggi. Adapun berikut ini adalah

gambaran kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota
Palembang Tahun 2012-2016

Tahun Realisasi Pajak Parkir Realisasi PAD Persentase Pada PAD

2012 6.566.830.322 475.505.967.800 1,381%

2013 15.243.492.916 462.640.243.154 3,294%

2014 18.102.433.974 728.123.306.512 2,486%

2015 21.117.176.973 734.820.204.068 2,873%

2016 24.783.105.599 777.394.030.094 3,187%

Sumber : Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang
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Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum masih sangat minim. Dapat dilihat

dari 5 tahun terakhir persentase kontribusi pajak parkir rata-rata hanya dibawah 4%. Pada

tahun 2012 kontribusi pajak parkir sebesar 1,391%, kemudian mengalami kenaikan

persentase pada tahun 2013 sebesar 3,294%, pada tahun 2014 kontribusi pajak parkir

mengalami penurunan sebesar 2,486%, pada tahun 2015 sebesar 2,873% dan pada tahun

2016 kontribusi penerimaan pajak parkir sebesar 3,187%.

Jika dilihat dari jumlah penduduk yang padat dan disertai dengan meningkatnya

kepemilikan kendaraan bermotor di perkotaan pada dasarnya akan berdampak pada

pertumbuhan penerimaan pajak daerah melalui sektor pajak parkir. Adapun masyarakat

saat ini merupakan masyarakat yang hidup pada era modernisasi yang cenderung mobilitas

masyarakat menuju pada kegiatan perdagangan, hiburan dan komersial, hal ini di barengi

juga dengan pergerakan kendaraan yang diawali dan di akhiri di tempat parkir.

Dalam perkembangan pembangunan yang semakin meningkat di Kota Palembang

termasuk berkembangnya tempat hiburan khususnya Mall, dalam hal ini tidak tertutup

kemungkinan Mall mampu berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari

sektor parkir. Tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir yang

disediakan oleh penyedia lahan. Beberapa penetapan tarif parkir yaitu, flat / sepanjang hari,

berdasarkan waktu adalah dihitung persatuan waktu 5, 10 atau 15 menit ataupun 1 (satu)

jam, dan yang terakhir tarif postal merupakan tarif yang besarannya tergantung waktu

misalnya Rp 2.000 untuk 2 jam. Klasifikasi tempat parkir yang dikenakan pajak parkir

adalah: gedung parkir, pelataran parkir, garasi kendaraan bermotor yang memungut

bayaran, tempat penitipan kendaraan bermotor.

Namun dalam pengelolaan pajak parkir Mall sering terhambat oleh masalah yang

menyertainya. Adapun masalah tersebut adalah beragamnya tarif parkir yang ditetapkan
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oleh pihak pengelola parkir di berbagai Mall di kota Palembang. Perbedaan tarif parkir di

berbagai pengelola parkir ini membuat pihak Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) yang

dahulunya merupakan Dinas Pendapatan Daerah sebagai pengawas pajak parkir juga

banyak menemukan berbagai macam hambatan dalam menentukan pajak parkir.

Beragamnya tarif parkir inilah yang dapat mengakibatkan perbedaan tingkat efektivitas

yang disumbangkan oleh para pihak pengelola parkir melalui pajak parkir terhadap

pendapatan pajak daerah di Kota Palembang. Adapun berikut ini adalah pengelola parkir

mall di Kota Palembang, sebagai berikut :

Tabel 1.2 Berbagai Pengelola Parkir Mall di Kota Palembang

No Nama Tempat Pengelola Parkir Nama Pengusaha Pengelola Parkir

1 Palembang Trade Center (PTC) PT. Securindo Packtama Indonesia

2 Palembang Square (PS) PT. Anugerah Bina Karya

3 Intenasional Plaza (IP) PT. Securindo Packtama Indonesia

4 Palembang Icon (PI) PT. Anugerah Bina Karya

5 Opi Mall PT. Opi Bussines Centre

6 Lippo Jakabaring PT. Lippo Mall

7 Ramayana PT. Anugerah Bina Karya

8 Palembang Indah Mall (PIM) PT. Centerpark Citra Corpora

9 PSX PT. Anugerah Bina Karya

Sumber : Survei Lapangan Penulis

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa selama tahun 2012-2016 terdapat 9

Pengelola Parkir Mall yang terdapat di Kota Palembang. Pihak Pengelola Parkir tersebut

menerapkan tarif parkir yang berbeda-beda yang kemudian mendorong peluang bisnis

pengelola parkir terus menjamur. Namun penyesuaian tarif parkir yang diterapkan oleh

pengelola parkir juga harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2010
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Kota Palembang. Penyesuaian tarif parkir tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance

dan clean government. Perbedaan tarif parkir ini seharusnya menerapkan tarif parkir yang

sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir , namun hal

ini belum terealisasi dikarenakan tarif parkir pada saat ini ditentukan oleh pengelola parkir

itu sendiri. Adapun tarif parkir yang ditetapkan sendiri oleh setiap pengelola parkir mall

adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Tarif Parkir Mall Kendaraan Roda Empat dan Kendaraan Roda Dua Kota
Palembang Tahun 2017

No. Nama Tempat Pengelola Parkir Tarif Parkir Mobil Tarif Parkir Motor

1 Palembang Trade Center (PTC) Rp 5.000 Rp 3.000

2 Palembang Square (PS) Rp 4.000 Rp 2.000

3 Internasional Plaza (IP) Rp 3.000 Rp 3.000

4 Palembang Icon (PI) Rp 3.000 Rp 3.000

5 OPI Mall Rp 3.000 Rp 2.000

6 Lippo Jakabaring Rp 3.000 Rp 3.000

7 Ramayana Rp 3.000 Rp 3.000

8 Palembang Indah Mall (PIM) Rp 4.000 Rp 3.000

9 PSX Rp 4.000 Rp 2.000

Sumber : Survei di berbagai Pihak Pengelola Parkir Mall Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, tarif parkir di berbagai pengelola parkir saat ini ada yang

menggunakan tarif perjam maupun tarif perhari. Biasanya tarif parkir ini untuk kendaraan

roda dua (motor) dimulai dari kisaran Rp 2.000,00 sampai dengan Rp 3.000,00 dan untuk

kendaraan roda empat (Mobil) kisarannya dari Rp 4.000,00 sampai Rp 6.000,00. Pada

lokasi tempat parkir ada pemilik gedung dan pengelola parkir sebagai pihak ketiga dalam

menata parkir tersebut. Pemilik gedung memberikan kepada pihak pengelola parkir untuk
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menata parkir dengan menggunakan berbagai macam mesin dan sistem perparkiran yang

modern. Pengelola parkir ini beragam pengelolanya ada yang bernama Secure Parking, EZ

Parking, Good Parking, City Parking, NP Parking, P.Mo Parking dan nama dari tempat

parkir itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa adanya suatu kesenjangan atau

permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak parkir Mall di kota

Palembang, maka hal tersebut perlu untuk di teliti lebih lanjut. Pelaksanaan penelitian ini

diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan tegas dalam melihat efektivitas

pemungutan pajak parkir mall di Kota Palembang, mengingat besarnya pertumbuhan

kendaraan bermotor dan kebutuhan masyarakat akan keberadaan mall, sehingga menuntut

pengelola parkir untuk bisa memenuhi target yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga

pajak parkir mall bisa meningkatkan pendapatan pajak Daerah Kota Palembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan suatu masalah

di dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Parkir Mall di Kota

Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas,

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak Parkir Mall Di

Kota Palembang.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran kepada akademisi Ilmu

Administrasi Negara, terutama konsentrasi Administrasi Keuangan Negara tentang

pengembangan studi mengenai efektivitas pemungutan pajak parkir mall di Kota

Palembang.

B. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Badan

Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang dalam menentukan kebijaksanaan

terhadap upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor pemungutan pajak

parkir terutama pada pemungutan pajak parkir mall.
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